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Tentang
Ambang Batas Pencalonan Presiden

Pemohon . H. Bustami Zainudin dan H. Fachrul Razi

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A
ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), dan Pasal 6A ayat
(5) UUD 1945 UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan . Kamis, 24 Februari 2022.

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga hegara Indonesia dan

sebagai anggota DPD yang tidak mewakili lembaga DPD mendalilkan memiliki hak

konstitusional untuk memilih dan untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,

dan hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di

hadapan hukum dan pemerintahan termasuk dalam mencalonkan diri sebagai Presiden atau

Wakil Presiden berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan ambang batas

pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU 7/2017.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan
permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden in casu Pasal 222 UU
7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222
UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Adapun
perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki
kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara
bersama-sama mengajukan permohonan.

Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut, terkait dengan kualifikasi para Pemohon a
guo sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memilik hak untuk memilih,
menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu
legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak
terdapat kerugian konstitusional para Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi
jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki
kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat
hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai
pemilih dalam Pemilu. Demikian juga dalam kualifikasi para Pemohon sebagai anggota DPD,
Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada
hubungan sebab akibat dengan pelaksaaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam
menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017
tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau
Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi
perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih sehingga dianggap memiliki
kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017,
karena tidak terdapat bukti adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri
atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidak-tidaknya menyertakan partai politik
pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



